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PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

bahwa dengan telah ditetapkannya Rumah Sakit K wusus
Paru Kabupaten Karawang sebagai Unit Pelaksana’ eknis
Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang telah
memenuhi persyaratan untuk menerapkan jadan
Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan lupati
Karawang Nomor 445/Kep.183-Huk/2020 tcntang
Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada F umah
Sakit Paru Karawang, perlu didukung dengan froduk
hukum daerah yang mengatur mengenai Pola Tata .elola,
guna mewujudkan kegiatan pelayanan dan kegiat: n non
pelayanan yang efektif, efisicn, optimal, transpare n dan
akuntabel serta tertib administrasi;

bahwa mengacu pada Kketentuan Pasal 38 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahur 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengature 1 Pola
Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumal Sakit
Khusus Paru Kabupaten Karawang, ditetapkan ¢ engan
Peraturan Bupati;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebag: imana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mene apkan
Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola 3adan
Layanan Umum Daerah Fumah Sakit Khusus Paru
Kabupaten Karawang;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 t ntang
Pembentukan Daerah-dacrah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Re publik
Indonesia Tahun 1950 Ncmor 8) sebagaiman: telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahw 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakart: dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-l1 ndang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan [ aerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propins Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 1 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara R publik
Indonesia Nomor 2851);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 te itang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Rey ublik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lem iaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang P:aktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia 1T 1thun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Rej ublik
Indonesia Nomor p4431);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 teitang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 7 ahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Rej ublik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang R imah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Rej ublik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 teitang
Pembentukan Peraturan Perundang-und: ngan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Rej ublik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah d ubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 te 1itang
Perubahan Atas Undang-Uncdang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-und ngan
(Lembaran Negara Republix Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Re) ublik
Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ap. ratur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia’ ahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara [ omor
5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 te¢atang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Re wublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lem jaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebaga mana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Ur dang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan (edua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 te¢atang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Re ublik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lermr caran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor &0 Tahun 2014 t«ntang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Re jublik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Len caran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang 'l :naga
Kesehatan (kmbaran Negara Republik Indonesia ‘ahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Re »ublik
Indonesia Nomor 5607);
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Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 te itang
Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indc 1esia
Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran N :gara
Republik Indonesia Nomor 5612);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 te itang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lem aran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomo 48,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502), sebagai nana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomr 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Pera uran
Pemerintah Nomor 23 Tahur 2005 tentang Penge blaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran I >gara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Taml ahan
Lembaran Negara Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 te atang
Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Re ublik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lem >aran
Negara Republik Indonesia Nomor S5044);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 te¢atang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran I egara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503, Tam jahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4583

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 t¢ntang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Ind mesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran I egara
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 ‘“ahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Peme intah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat [ aerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Reoublik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 t ntang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Re bublik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Len baran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 t ntang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran legara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tam cahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144);

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 t ntang
Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran legara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tamn bahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391 ;

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 t:ntang
Pedoman Organisasi Rumeh Sakit (Lembaran Jegara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 t:ntang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Vegara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelengg: raan
Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Rer ablik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013
tentang Komite Keperawatan (Berita Negara Rer ublik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1053);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014
tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita N 2gara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( 3erita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagimana telah diubah dengan Peraturan M :nteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peru iahan
Atas Peraturan Menteri Dalem Negeri Nomor 80 " ahun
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum [ aerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 !lomor
157);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kest¢ hatan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 lomor
1475);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 t ntang
Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran |legara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tam cahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942 ;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017
tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Re >ublik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahur 2017
tentang Akreditasi Rumah Sakit (Berita Negara Re oublik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1023);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018
tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban “asien
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
416);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahur 2018
tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12 1);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 47 Tahur 2018

tentang Pelayanan Kegawatdaruratan (Berita Vegara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1799);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahu 1 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahw 2019
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 912);
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Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020
tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (I erita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14T thun
2016 tentang Susunan dan Kedudukan Pera 1igkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun
2016 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun
2017 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lemaran
Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1 ;

Peraturan Bupati Karawang Nomor 32 Tahun 2019
tentang Pembentukan, Keducdukan, Susunan Orgau isasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana “ eknis
Daerah Rumah Sakit Khusus Paru Kelas C Pada DJinas

Kesehatan Kabupaten Karawang (Lembaran [ aerah

Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

KHUSUS PARU KABUPATEN KARAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Karawang.

Pemerintahan Daerah adalah  FPenyelenggaraan  Uriisan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daeral dan DPRD menurut isas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi se' 1as-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repi blik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang L asar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyeleng gara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urisan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disir gkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah /ang

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerint than
Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan I PRD

dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang me 1jadi
kewenangan Daerah.

Bupati adalah Bupati Karawang.

PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA F ELOLA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT
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Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupa en
Karawang.

Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang selanjutnya dise rut
Dinas adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Dae ah
sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bid ng
kesehatan yang menjadi kewenangan Dacrah.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang selanjut 1ya
disebut Kepala Dinas adalah Pimpinan Dinas yang berkedudu an
dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekret ris
Daerah.

Rumah Sakit Khusus Paru Kabupaten Karawang selanjutiya
disebut RSK Paru adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas ying
memberikan pelayanan utama pada jenis penyakit paru, lan
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan sccara
paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat ja an,
dan kegawatdaruratan.

Direktur adalah pimpinan tertinggi yang bertugas memin pin
penyelenggaraan RSK Paru.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat B! UD
adalah sistem yang diterapkan oleh RSK Paru sebagai /nit
Pelaksana Teknis Dinas dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelo aan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelo aan
keuangan daerah pada umumnya.

Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelo aan
keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat w tuk
meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mer cari
keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa.

Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fu 1gsi
organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang raik
dalam rangka pemberian layanan yang berm itu,
berkesinambungan dan berdaya saing.

Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra ac alah
dokumen perencanaan BLUD RSK Paru untuk periode 5 (' ma)
tahunan.

Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat BA
adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD RSK Flaru,
yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan ren ana
kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanju ‘nya
disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perenca aan
dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, ren :ana
belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta ren:ana

pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendaf atan
dan Belanja Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA
adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan

pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksaiaan
anggaran.
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Rekening Kas BLUD RSK Paru adalah tempat penyimpanan u: ng
BLUD RSK Paru pada bank yang ditunjuk oleh Bupati.

Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa y: ng
diberikan oleh BLUD RSK Paru yang bertujuan untuk menu up
seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya dising <at
PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerin ah
Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelol an
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak seb: gai
Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat EUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

Dewan Pengawas yang selanjutnya disebut Dewan Penga vas
adalah unit nonstruktural pada RSK Paru Karawang jing
melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara
internal yang bersifat nonteknis peruma hsakitan yang melibat <an
unsur masyarakat terhadap pengelolaan BLUD RSK Paru.

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri
dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/: tau
keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang wi tuk
jenis tertentu memerlukan kewenangarl untuk melakukan uj aya
kesehatan.

Asisten Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabd kan
diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetal nan
dan/atau keterampilan melalui pendicdikan bidang kesehate 1 di
bawah jenjang Diploma Tiga.

Dokter adalah dokter, dokter layanan primer, dokter spes:ilis-
subspesialis lulusan pendidikan dokter, baik di dalam maupt n di
luar negeri, yang diakui oleh Pemerintan sesuai dengan keten uan
peraturan perundang-undangan.

Dokter Gigi adalah dokter gigi, dokter gigi spesialissubspe: ialis
lulusan pendidikan dokter gigi, baik di dalam maupun di luar
negeri, yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan keten uan
peraturan perundang-undangan.

Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu peke: jaan
kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasa kan
suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendic kan

yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat mel:yani
masyarakat.

Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk d kter
dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.

Kolegium kedokteran Indonesia dan kolegium kedokterar gigi
Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh organisasi p:ofesi
untuk masing-masing cabang disiplin ilmu yang beri ugas
mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia acalah
lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tide<nya
kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi calam

penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan
menetapkan sanksi.
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Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada indivi lu,
keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan s: kit
maupun sehat.

Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tir ggi
Keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang dia cul
oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perunde 1g-
undangan.

Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelaya an
profesional yang merupakan bagian integral dari pelaya ian
kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat Keperawe .an
ditujukan kepada individu, keluarga, ke ompok, atau masyara :at,
baik sehat maupun sakit.

Praktik Keperawatan adalah pelayanan vang diselenggarakan « leh
Perawat dalam bentuk Asuhan Keperawatan.

Asuhan Keperawatan adalah rangkaian interaksi Perawat der zan
Klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenu lan
kebutuhan dan kemandirian Klien dalam merawat dirinya.

Klien adalah perseorangan, keluarga, kelompok, atau masyar. kat
yang menggunakan jasa Pelayanan Keperawatan.

Organisasi Profesi adalah wadah yang menghimpun Per: wat
secara nasional dan berbadan hukum sesuai dengan keten' aan
peraturan perundang-undangan.

Komite Keperawatan adalah wadah non struktural rumah : akit
yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan
meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan me alui
mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi, dan
pemeliharaan etika dan disiplin profesi.

Kewenangan Klinis tenaga keperawatan adalah uraian inter ensi
keperawatan dan kebidanan yang dilakukan oleh teaga
keperawatan berdasarkan area praktiknya.

Penugasan Klinis adalah penugasan Direktur kepada te iaga
keperawatan untuk melakukan asuhar keperawatan atau asi han
kebidanan di Rumah Sakit tersebut berdasarkan duftar
Kewenangan Klinis.

Kredensial adalah proses evaluasi terhadap tenaga keperaw atan
untuk menentukan kelayakan pember.an Kewenangan Klini: .

Rekredensial adalah proses re-evaluasi terhadap teiaga
keperawatan yang telah memiliki Kewenangan Klinis uituk
menentukan kelayakan pemberian Kewenangan Klinis tersel ut.

Peraturan Internal Staf Keperawatan adalah aturan yang
mengatur tata kelola klinis untuk menjaga profesionalisme tc 1aga
keperawatan di Rumah Sakit.

Audit Keperawatan adalah upaya evaluasi secara profes onal
terhadap mutu pelayanan keperawatan yang diberikan ke >ada
pasien dengan menggunakan rekam medisnya yang dilaksarn ikan
oleh profesi perawat.

Mitra Bestari adalah sekelompok tenaga keperawatan de igan
reputasi dan kompetensi yang baik untuk menelaah segal hal
yang terkait dengan tenaga keperawatan.
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Buku Putih adalah dokumen yang berisi syarat-syarat yang haius
dipenuhi oleh tenaga keperawatan yang digunakan uniak
menentukan Kewenangan Klinis.

Komite medik adalah perangkat rumah sakit untuk menerapl an
tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis dirun ah
sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredens al,
penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika «an
disiplin profesi medis.

Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit BLUD RSK Paru y ng
selanjutnya disebut Komite Etik dan Hukum adalah unsur
organisasi nonstruktural yang membantu Direktur un uk
penerapan etika rumah sakit dan hukum perumahsakitan.

Tata Kelola Etika dan Hukum adalah serangkaian proses y ing
terkait dengan tindakan yang bersifat mengatur, memb na,
mengendalikan, dan mengawasi perilaku pemberi pelayanan lan
pengelola Rumah Sakit agar sesuai dengan nilai-nilai etika lan
hukum Rumah Sakit.

Panduan Etik dan Perilaku (Code of Conduct) adalah serangk: ian
petunjuk yang berisikan etika perilaku umum, etika pelayar an,
dan etika penyelenggaraan rumah sakit sebagai suatu star dar
perilaku sumber daya manusia dan pengelola dalam menjalan <an
pelayanan kesehatan dan penyelenggaraan Rumah Sakit ur tuk
mewujudkan perilaku dan budaya kerja yang sesuai dengan visi
dan misi Rumah Sakit.

Staf medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan do <ter
gigi spesialis di BLUD RSK Paru.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanju nya
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerinte nan
negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan
ditetapkan dengan Undang-Undang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanju nya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Da 'rah
Kabupaten Karawang yang dibahas dan disetujui bersama bleh
Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditectapkan dengan Perat iran
Daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk dijadikan sel agai

p_edoman dan landasan hukum bagi RSK Paru dalam pener: pan
sistem BLUD.

Peraturan Bupati ini bertujuan, dalam rangka mendul ung
pele}ksanaan penerapan BLUD pada RSK Paru yang ef Kktif,
efisien, optimal, transparan, dan akuntabel, serta 1:rtib
administrasi, serta terwujudnya hubungan kelembagaan rang
harmonis dengan Pemerintah Daerah, dan mewuju lkan
profesionalitas, dan akuntabilitas, serta Pejabat Peng lola,
Pegawai, Dewan Pengawas, dan Pegawai di lingkungan RSK | aru.
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Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 3

Pola tata kelola BLUD pada RSK Paru, dilaksanakan den;an
prinsip:
transparansi;

akuntabilitas;

a.

b

c. responsibilitas;
d. independensi; dan
e

produktivitas.

Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru a,
merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas d:sar
kebebasan arus informasi agar informesi secara langsung d: pat
diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuh <an
kepercayaan.

Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru b,
merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercaye <an
pada RSK Paru agar pengelolaannya d pat
dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang diwujuc <an
dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/ pertanggungjawe ban
dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja d¢lam
organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan : set,
dan manajemen pelayanan.

Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hun f c,
merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelo aan
organisasi terhadap bisnis yang sehat serta perund ing-
undangan.

Independensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hun f d,
merupakan kemandirian  pengelolaan organisasi  se¢ara
profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh itau
tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan keten uan
peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang seh it.

Produktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hur f e,
merupakan kemampuan menggunakan semua potensi rang
dimiliki secara efektif dan efisien guna mendapatkan hasil rang
optimal.

Pasal 4
Pola Tata Kelola BLUD pada RSK Paru, memuat:

a. kelembagaan;

b. prosedur kerja;

c. pengelompokan fungsi;

d. pengelolaan sumber daya manusia;
e. pengelolaan sumber daya lain;

f. pembinaan dan pengawasan; dan
g. evaluasi dan penilaian kinerja.

10
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(2)

(5)

Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru a,
memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jav ab,
hubungan kerja dan wewenang.

Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru b,
memuat Ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme k rja
antarposisi jabatan dan fungsi.

Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ memuat pembagian fungsi pelayanan dan fu gsi
pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal ur tuk
efektifitas pencapaian.

Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud f ida
ayat (1) huruf d memuat kebijakan mengenai pengelolaan sun ber
daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelaya 1an
kepada masyarakat.

Pengelolaan sumber daya lain sebagaimana dimaksud pada yat
(1) huruf e, merupakan pengaturan dan kebijakan yang j:las
mengenai asset berupa tanah dan bangunan.

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada aye [ (1)
huruf f, merupakan pengaturan den kebijakan yang clas
mengenai pelaku, kriteria, tugas dan fungsi serta mekani sme
pembinaan dan pengawasan.

Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada iyat
(1) huruf g, merupakan pengaturan dan kebijakan yang _:las
mengenai evaluasi oleh pemilik untuk mengukur pencap ian
kinerja aspek keuangan dan aspek non keuangan.

BAB II
TATA KELOLA KORPORASI

Bagian Kesatu
Identitas

Pasal 5

Identitas Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

a.

=)

@ =0 oA D

Nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Paru Kabur iten
Karawang.

Kategori Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Khusus.

Kelas Rumah Sakit adalah Kelas C.

Jenis Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Non Pendidikan.
Status Rumah Sakit adalah Badan Layanan Umum Daerah.
Pemilik adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.

Alamat Rumah Sakit adalah Jalan Raya Jatisari No. 3, Ja isari
Kabupaten Karawang.

11
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Bagian Kedua
Visi, Misi, Nilai, Moto, Logo dan Maklumat Pelayanan

Pasal 6

Visi RSK Paru yaitu “Menjadi Pusat Layanan Kesehatan Firu
Unggulan di Wilayah PURWASUKASI”.

Untuk mencapai Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), | SK
Paru mempunyai Misi:

a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan paru dan kedoktc ran
respirasi secara paripurna;

b. Pengadaan fasilitas, saran prasarana dan teknologi ter zini
yang mendukung penyelenggaran pelayanan kesehatan | aru
dan kedokteran respirasi;

c. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkual as,
kompeten dan profesional dalam memberikan pelayaian
kesehatan paru dan kedokteran respirasi sesuai der zan
standar profesi dan standar pelayanan;

d. Penyelenggaraan tata kelola pelayanan sesuai der zan
standar pelayanan, prosedur, pedoman dan panduan }ang
mengutamakan mutu dan keselamatan pasien; dan

e. Penyelenggaraan tata kelola administrasi dan keuangan : ang
profesional, transparan dan akuntabel dalam menduk ung
penyelenggaraan pelayanan kesehatan paru dan kedokt ran
respirasi sebagai core bussines RSK Paru Kabup iten
Karawang.

Pasal 7

Nilai-Nilai Dasar RSK Paru Kabupaten Karawang adalah:

a.
b.

C.

Kepedulian terhadap Sesama (Care);
Memberikan Pelayanan Terbaik (Cure);

Berlandaskan Hati Nurani (Consience),

Pasal 8

Moto RSK Paru adalah “Care Cure Consien”2".

(1)

Pasal 9
Logo RSK Paru adalah sebagai berikut:

12
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(2)

(1)

Makna logo RSK Paru sebagaimana dimaksud pada ayat 1),
adalah sebagai berikut:

a. Bentuk paru-paru sebelah kanan berwarna hijau y ng
disangga dengan tangan berwarna hijau juga berma mna

sebuah upaya dan usaha menjaga paru-paru tetap sehat lan
segar terbebas dari penyakil.

b. Bentuk paru-paru sebelah kiri berwarna biru yang disar iga
dengan tangan berwarna biru juga bermakna da am
memberikan pelayanan dalam menjaga fungsi paru-faru
dilakukan dengan profesional yang mengutamakan kua tas
pelayanan dan keselamatan pasier.

c. Garis melengkung berwarna hitam bermakna member <an
perlindungan terhadap kesehatan paru-paru Se€ ara
paripurna  sehingga  menciptekan kedamaian  dan
ketenangan.

Pasal 10

Maklumat Pelayanan RSK Paru Kabupaten Karawang ad ilah
“JAWARA”.

Sinonim JAWARA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ad ilah
sebagai berikut:

Jujur Dalam Bekerja

Amanah Terhadap Tanggungjawab
Wajib Peduli Kepada Sesama
Agamis Dalam Bersikap

Ramah Terhadap Pengunjung

% R Y% K %

Akuntabilitas Pekerjaan Terjaga

Bagian Ketiga
Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewajiban

Pasal 11

RSK Paru berkedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah jada
Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, yang merupakan Uuaisur
pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang pelayanan kesel atan
khususnya paru dan kedokteran respirasi, vang dipimpin oleh sec rang

Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada K¢ pala
Dinas Kesehatan.

Pasal 12

RSK Paru mempunyai tugas yaitu membantu penyelengg: raan
urusan pemerintahan di bidang kesehatan paru dan kedok eran
respirasi paripurna secara berdaya guna dengan mengutamr ikan
upaya penyembuhan dan pemulihan secara serasi, ter radu
dengan upaya pencegahan, serta pelayanan rujukan dan ugas
pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1),
RSK Paru memiliki fungsi:

a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulil an
kesehatan paru dan kedokteran respirasi sesuai dengan

standar pelayanan rumah sakit;

b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorang an
melalui pelayanan kesehatan paru dan kedokteran respir isi
yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutul an
medis;

c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber d ya
manusia dalam rangka peningkatan pelayanan keseha an
paru dan kedokteran respirasi dengan memperhatikan et ka
ilmu pengetahuan bidang kesehaten;

d. penyelenggaraan pelayanan administrasi umum ¢an
administrasi keuangan rumah sakit; dan

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Di 1as
Kesehatan Kabupaten Karawang sesuai dengan tugas ' .an
fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaim ana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), RSK Paru men iki

kewajiban:

a. melaksanakan hubungan koordinatif, kooperatif dan
fungsional dengan sarana pelayanan kesehatan lainnya,

b. berpartisipasi dalam penanggulangan bencana, Wz bah
penyakit, pelaporan penyakit menular dan penyakit lain * ang
ditetapkan pada tingkat nasional maupun daerah; dan

c. berpartisipasi dalam melaksanakan program prioritas da rah
di bidang tugasnya.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Pemilik

Pasal 13

Bupg?i adalah organ yang mewakili Pemerintah Daerah sel agai
pemilik RSK Paru yang memiliki kewajiban, hak dan wewene 1g.

Bupati. dalam melaksanakan tanggung jawab selaku pe nilik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajibar :

a. melakukan pembinaan kepada RSK Paru dan capat

mendelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau K pala
Dinas;

b. menjaga agar tujuan pendirian RSK Paru terlaksana dan
memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan de crah
untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat,

c. mengatur mekanisme pengelolaan BLUD RSK Paru; da:

pemberian persetujuan atas semua kegiatan RSK Paru yang
memerlukan persetujuan Bupati.

14
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(2)

(3)

(4)

Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaim: na
dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

a. mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas;
b. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola,
c. mengangkal Sckictaris Dewan Pengawas;

d. menetapkan atau mencabut status BLUD RSK Paru,;

e. menunjuk suatu Tim Penilai dalam rangka menilai ust an
penetapan dan pencabutan status 3LUD RSK Paru;

f.  menetapkan Standar Pelayanan Minimal;

menetapkan tarif layanan RSK Paru; dan

a

h. mengatur dan menetapkan besaran remunerasi bagi Pej: bat
Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Penga\ as,
dan Pegawal;

Bupati bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggar ian
pelayanan umum.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Paragraf 1
Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 14
Sumber daya manusia RSK Paru terdir: atas:
a. pejabat pengelola; dan
b. pegawali.

Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hur f a,
bertanggungjawab  terhadap kinerja umum operasic nal,
pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan RSK ‘'aru
dalam pemberian layanan.

Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru b,
menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja RSK F aru.

Pejabat Pengelola dan pegawai RSK Paru berasal dari:
a. pegawai negeri sipil; dan/atau

b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai de: gan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

RSK Paru dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai s ‘lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dari tenaga profes onal
lainnya.

Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), s suai
dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan
berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dilam
meningkatkan pelayanan.

15
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Pasal 15

(1) Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari ten ga
profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14e jat
(5), dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

(2) Pejabat Pengelola vang berasal dari tenaga profesional lain iya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat untuk m isa
jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kem jali
untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.

(3) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikut iya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling tinggi berusia 60
(enam puluh) tahun.

(4) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pezawai yang berasal lari
profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 « yat
(5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang t lah
disetujui PPKD.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyara an,
pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewaj can
dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal lari
tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yat
(5) dan Pasal 16 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 17

(1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Peng lola
dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan
ayat (5), berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek B: snis
Yang Sehat.

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), be upa
pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpi 1an,
pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan d: lam
pelaksanaan tugas jabatannya.

Paragraf 2
Jenis Pejabat Pengelola

Pasal 18

(1) Pejabat Pengelola RSK Paru sebagaimena dimaksud dalam | asal
15 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. pemimpin;
b. pejabat keuangan; dan
c. pejabat teknis.

(2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diar gkat
dan diberhentikan oleh Bupati.

(3) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hunf a,
bertanggungjawab kepada Bupati.

(4) Pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dime csud
pada ayat (1) huruf b dan huruf ¢, bertanggungjawab ke jada
pemimpin sebagaimana dimaksud paca ayat (1) huruf a.
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(2)

(1)

(2)

(1)

Sebutan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat tek ais
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan den an
nomenklatur yang berlaku di RSK Paru.

Pasal 19
Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) ht ruf
a, mempunyai tugas:

a. memimpin, mengarahkan, membina, mengaw 1si,
mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegic lan
RSK Paru agar lebih efisien dan produktivitas;

b. merumuskan penetapan kebijakan teknis RSK Paru s rta
kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang t lah
ditetapkan oleh Bupati,

c. menyusun Renstra;
d. menyiapkan RBA;

mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat te nis
kepada Bupati melalui Kepala Dinas sesuai der zan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutu 1an
BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan perati ran
perundang-undangan;

g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD :ang
dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat tel nis,
mengendalikan ~ tugas  pengawasan internal,  serta
menyampaikan dan mempertanggungjawabkan ki1 erja
operasional serta keuangan RSK Paru kepada Kepala Dias;
dan

h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai de: gan
kewenangannya.

Pemimpin dalam melaksanakan tugas sebagaimana dima sud
pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungj: wab
umum operasional dan keuangan.

Pasal 20

Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) b aruf
a, bertindak selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

Dalam hal pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 'idak
berasal dari PNS, Kepala Dinas ditunjuk sebagai peng una
anggaran/pengguna barang.

Pasal 21

Pejabat keuangan sebagaimana dimasud dalam Pasal 19 ay t (1)
huruf b, mempunyai tugas:

a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan,
b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
c. menyiapkan DPA;

d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
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(2)

(2)

e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
melakukan pengelolaan utang dan piutang;

g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah y ing
berada dibawah penguasaannya,

h.  menyelenggarakan sistem informasi manajemen kcuange n;

i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan lapc -an
keuangan; dan

j.  tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/e:au
pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaim ina
dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi seb: gai
penanggungjawab keuangan.

Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaim ina
dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh bendahara penerimaan lan
bendahara pengeluaran.

Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendal ara
pengeluaran harus dijabat oleh PNS.

Pasal 22

Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 aya' (1)
huruf ¢, mempunyai tugas:

a. menyusun perencanaan Kkegiatan teknis operasional lan
pelayanan di bidangnya;

b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelaya 1an
sesuai dengan RBA;

¢. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasi nal
dan pelayanan dibidangnya; dan

d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/:tau
pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimr ana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penangg ing
jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangny 1.

Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud jada
ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administ asi,

peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningk: tan
sumber daya lainnya.

Pejabat Teknis pada RSK Paru adalah Kepala Seksi Pelay: nan
Medik.

Bagian Ketiga
Pembina dan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 23

Pembina dan pengawas BLUD RSK Paru terdiri atas:

a.
b.

C.

pembina teknis dan pembina keuangan;
satuan pengawas internal; dan

Dewan Pengawas.
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(1)

(2)

(3)

(2)

Pasal 24

Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huru a,
yaitu Kepala Dinas.

Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 hu ruf
a, yaitu Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan uru an
pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang keuangan « an
sekaligus PPKD.

Pasal 25

Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasa 24
huruf b, dapat dibentuk oleh Pemimpin untuk pengawasan lan
pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan lan
pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan pral tek
bisnis yang sehat.

Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung diba vah
pemimpin.

Pembentukan sebagaimana dimaksuc pada ayat (2), der zan
mempertimbangkan:

a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
b. kompleksitas manajemen; dan

c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 26
Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen unt 1k:
a. pengamanan harta kekayaan;
b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
c. menciptakan efisiensi dan produkrivitas; dan
d

mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen d:lam
penerapan praktek bisnis yang sehat.

Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal = ang
bersangkutan harus memenuhi syarat:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, peri aku
yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan
mengembangkan RSK Paru;

c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
memahami tugas dan fungsi RSK Paru;

e. memiliki pengalaman teknis pada RSK Paru dan/ itau
Rumah Sakit lain,;

f.  berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);

0

pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;

h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling t nggi
55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar per ama
kali;
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(2)

(3)

(5)

i, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak picana

yang merugikan keuangan negara atau keuangan Daera 1,

j.  tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 27

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 hur ifc,
dapat dibentuk oleh Bupati.

Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud jada
ayat (1), dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian inte nal
yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) o ang
atau S (lima) orang.

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) o ang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal RSK Faru,
memiliki:

a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggar n 2
(dua) tahun terakhir, sebesar Rp. 30.000.000.000,00 tiga
puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.00),00
(seratus miliar rupiah); atau

b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesa Rp.
150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rujiah)
sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus n iliar
rupiah).

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak S (lima) ¢ -ang
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal RSK ‘aru
memiliki:

a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggar in 2

(dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp.
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih t esar
dari Rp. 500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

Pasal 28

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) ¢ -ang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), terdiri atas
unsur.

a. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah  rang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tagas
pembantuan di bidang kesehatan:

b. 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah  rang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tagas
pembantuan di bidang keuangan Daerah; dan

c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan RSK
Paru.
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(2)

(3)

(5)

(1)

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) ori ng
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5), terdiri ¢ as
unsur:

a. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah y ng
menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tu:as
pembantuan di bidang kescliatau;

b. 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah y ing
menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tujas
pembantuan di bidang keuangan Daerah; dan

c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan I SK
Paru.

Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan « yat
(2) huruf ¢ dapat berasal dari tenaga profesional, atau pergur 1an
tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan | SK
Paru.

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan set: lah
Pejabat Pengelola diangkat.

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas 3 ang
bersangkutan harus memenuhi syarat:

a. sehat jasmani dan rohani;

b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalar an,
jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi ur tuk
memajukan dan mengembangkan RSK Paru;

¢. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi SK
Paru;

e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksan¢ kan
tugasnya;

f.  berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);

g.  berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap u sur
sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Penga vas,
atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebal kan
badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

j.  tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon k¢ dala

daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau cilon
anggota legislatif.

Pasal 29
Dewan Pengawas memiliki tugas:
a. memantau perkembangan kegiatan RSK Paru;

b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuaigan
RSK Paru dan memberikan rekomendasi atas hasil peni aian
untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola RSK Paru;

c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian ki 1erja
dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintal ;
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(2)

(3)

(4)

(1)

(3)

(4)

d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalim
melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan

e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengen: i:
1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola; |

2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pen gelol an
RSK Paru; dan

3. kinerja RSK Paru.

Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada aya' (1)
huruf b, diukur paling sedikit meliputi:

a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan y ing
diberikan;

b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya;
c. memenuhi seluruh kewajibannya; dan

d. kemampuan penerimaan dari jasa ‘ayanan untuk membi yai
pengeluaran.

Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud fada
ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan persp: ktif
pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, lan
pertumbuhan.

Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas nya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati se ara
berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun : tau
sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 30

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) ta! un,
dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jab itan
berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam pt luh)
tahun.

Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah ber isia
paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dariu sur
tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali 1 1asa
jabatan berikutnya.

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati, karena
a. meninggal dunia;

b. masa jabatan berakhir; atau

¢. diberhentikan sewaktu-waktu.

Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sewaktuw iktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf ¢, karena:

a. tidak dapat melaksanakan tugasrya dengan baik;

b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan peruncang-
undangan,

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSK Paru;

d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang elah
mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. mengundurkan diri; dan



e I A A 5 e AR e e =

(2)

4 terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibat! an
kerugian pada RSK Paru, negara dan/atau Daerah.

Pasal 31

Bupali dapat mengangkat Sckretaris Dewan Pengawas 1n 1k
mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada : yat
(1), bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 32

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas De van
Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada RSK I aru
dan dimuat dalam RBA.

(3)

Bagian Keempat
Struktur Organisasi Rumah Sakit Khusus Paru

Pasal 33

Susunan Organisasi RSK Paru, terdiri atas:

a. Direktur;

b. Kelompok Jabatan Fungsional,

c. Komite-Komite;

d.  Satuan Pemeriksa Internal,;

e. Instalasi-Instalasi.

Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru a,
membawahi:

a. Seksi Pelayanan Medik;

b. Seksi Keperawatan;

¢. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
d. Sub Bagian Keuangan; dan

e. Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran.

Susunan organisasi RSK Paru sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diatur berdasarkan Peraturan Bupati yang men;atur
mengenai Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organ sasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja RSK Paru.

Bagian Kelima
Organisasi Pelaksana

Paragraf 1
Instalasi/Unit

Pasal 34

Guna meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pelay: nan,
pendidikan dan pelatihan serta penclitian dan pengembe ngan
kesehatan Direktur dapat membentuk instalasi yang meruy akan
unit pelayanan non struktural.

o
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(2) Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1),
ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

(3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin © eh
Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktu r.

(4) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan Kef ila
[nstalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), W:]ib
berkoordinasi dengan bidang atau seksi terkait. '

(5) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), da am
melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan & au
tenaga non fungsional.

Pasal 35

(1) Pembentukan dan perubahan instalasi sebagaimana dimak sud
dalam Pasal 35, didasarkan atas analisis organisasi lan
kebutuhan.

(2) Pembentukan dan perubahan jumlah maupun jenis inste lasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan secara tert alis
kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 36

Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3),
mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksana an,
memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayane n di
instalasinya masing-masing kepada Direktur.

Paragraf 2
Komite-Komite

Pasal 37

(1) Guna meningkatkan penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan
pengembangan pelayanan kesehatan perorangan Direktur c ipat
membentuk komite-komite yang merupakan jabatan fungsi nal,
yang berada langsung dibawah Direktur.

(2) Pembentukan komite-komite sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

(3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh K =tua
Komite.

(4) Pembentukan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan perat iran
perundang-undangan.

Bagian Keenam
Tata Kerja

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organis si di
lingkungan RSK Paru wajib menerapkan prinsip koordinasi, inte rasi,
sinkronisasi dan pendekatan lintas fungsi secara vertikal dan
horisontal baik di lingkungannya serta dengan instalasi lain ¢ :suai
tugas masing-masing.
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(1)

(2)

(3)

(1)

BAB IV
PROSEDUR KERJA

Pasal 39

Prosedur kerja setiap proses pengelolaan dan sistem manaje ‘ial
didokumentasikan dalam Prosedur Mutu dan Stan lar
Operasional Prosedur atau Standar Prosedur Operasional.

Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupa an
proses kegiatan dan layanan pada setiap unit kerja agar de nat
dilaksanakan dengan baik sesuai dengan pedoman mutu.

Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), depat
dijadikan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil kin '1ja
dari setiap proses kegiatan. (4) Prosedur kerja sebagaim ina
dimaksud pada ayat (1), dalam rangka memberikan pelayaian
kepada masyarakat, baik pelayanan kesehatan, pelayaian
penunjang kesehatan, maupun pelavanan manajemen t lah
ditetapkan oleh Direktur RSUD

BAB V
PENGELOMPOKAN FUNGSI

Pasal 40

Pengelompokan fungsi dalam tata kelola RSK laru
menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fu 1gsi
pelayanan oleh pejabat teknis dan fungsi pendukung oleh pej ibat
keuangan yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern di lam
rangka efektivitas pencapaian organisa si.

Pengelompokan fungsi yang logis dalam struktur organisasi SK
Paru adalah sebagai berikut:

a. adanya pemisahan fungsi yang tegas antara Pemilik SK
Paru yang diwakili Bupati ataupun Dewan Pengawas dan
Pejabat Pengelola yang terdiri dari Pemimpin, Pejibat
Keuangan dan Pejabat Teknis;

b. Dewan Pengawas berperan sebagai representasi Pe:ailik
dalam hal ini Bupati sehingga memiliki wewenang u ituk
mengawasi kebijakan dan kegiatan rumah sakit. Disan oing
itu dengan kompetensi yang dimiliki, Dewan Peng: was
diharapkan juga bisa memberikan nasihat, pertimba igan
maupun akses dan pengaruh kepeda pihak luar jika dim nta;

c. perencanaan, pengelolaan maupun pengendalian rt mah
sakit yang bersifat strategis beraca di peran Bupati, D: wan
Pengawas serta Pejabat Pengelola. Sedangkan dalam tafaran
operasional terdapat pemisahan fungsi yang jelas a tara
pejabat pengelola teknis dan pejabat keuangan;

d. adanya pembagian tugas pokok can kewenangan yang |elas
untuk masing-masing fungsi dalam organisasi vang
ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
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(1)

(2)

(3)

e. adanya sistem pengendalian intern yang memadai, mem 1at
sekurang-kurangnya:

1. kebijakan dan prosedur yang membantu setiap 1 nit
organisasi dalam RSK Paru untuk melaksanal an
kewajibannya serta mutu pelayanan dalam ben uk
Standar Operasional dan  Proscdur atau Stan lar
Prosedur Operasional;

2. tindakan pengendalian telah dilakukan —un uk
mengatasi risiko yang dihadapi dalam mencapai tuj 1an
dan sasaran organisasi; dan

3. kegiatan pengendalian tersebut termasuk serangk: ian
kegiatan seperti kewenangan, otorisasi, verifik asi,
rekonsiliasi, penilaian terhadap prestasi ke rja,
pembagian tugas, serta pergamanan terhadap set
organisasi.

BAB V1
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 41

Pegawai RSK Paru dapat berasal dari PNS, Pegawai Pemeri: tah
dengan Perjanjian Kerja dan Pegawai Bukan PNS yang ber isal
dari tenaga profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan : ang
dipekerjakan secara tetap atau berdasarkan kontrak.

Pengangkatan pegawai RSK Paru yang berasal dari PNS dan
Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagain ana
dimaksud pada ayat (1), berpedoman dengan keten uan
peraturan perundangan-undangan mengenai Aparatur 3ipil
Negara.

Pengangkatan pegawai RSK Paru yang berasal dari Bukan PNS
yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagain ana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan pada pr 1Sip
efisiensi, ekonomis dan produktif dalam rangka peningk itan
pelayanan.

Mekanisme pengangkatan pegawai RSK Paru yang berasal dari
Bukan PNS yang berasal dari tenaga profesional lai inya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut de 1gan
Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII
REMUNERASI

Pasal 42

Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD RSK Paru dibe ikan
remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalis: ae.

Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meruf ikan
imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:

a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat :etap
setiap bulan;

b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang
bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bular
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c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bers fat
tambahan pendapatan di luar gaji;

d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang y: ng
bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan te ap
dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (s¢ tu)
kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah RSK Piru
memenuhi syarat tertentu;

e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan pu na
jabatan sesuai dengan kemampuarn keuangan; dan/atau

f.  pensiun yaitu imbalan kerja berupa uan

(3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimak iud
pada ayat (2), meliputi:
a. bersifat tetap berupa gaji;
b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, lan
bonus atas prestasi; dan
c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian k:rja
dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.
(4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada yat
(2), meliputi:
a. Dbersifat tetap berupa gaji,
b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas pres asi;
dan
c. pesangon bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian | erja
dan profesional lainnya atau pensiun bagi PNS.
(5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimal sud

pada ayat (3) dan ayat (4), bagi PNS sesuai dengan keten uan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Remuneresi sebagaimana dimal sud
dalam Pasal 42 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri berdasa kan
usulan dari Direktur.

Pasal 44

(1) Peraturan Bupati yang mengatur mengenai remun 'rasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 44, mempertimban kan
prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan
kinerja.

(2) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dimaksud »jada
ayat (1), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan ir leks
harga daerah/wilayah.
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Pasal 45

Dalam rangka pengaturan remunerasi sebagaimana dimak: ud
dalam Pasal 44, Bupati dapat membentuk Tim ying
keanggotaannya dapat berasal dari unsur:

a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan —uru an
pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesehate 1;

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan  uru.an
pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang keuan jan
Daerah;

c. perguruan tinggi; dan
d. lembaga profesi.

Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 46

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45,
penetapan remunerasi bagi pemimpin, mempertimbangkan faktor

a.

b.

ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan s :rta
produktivitas;

pelayanan sejenis;
kemampuan pendapatan; dan

kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelaya ian,
mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 47

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis diteta] kan
paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh perseratus) dari
remunerasi pemimpin.

(1)

(2)

Pasal 48

Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada D« wan
Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan :erja
berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

Honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan sebagai berikut:

a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sel esar
40% (empat puluh perseratus) dari gaji dan tunjaigan
pemimpin,;

b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak se' esar

36% (tiga puluh enam perseratus) dari gaji dan tunja 1gan
pemimpin; dan

c.  honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling benyak
sebesar 15% (lima belas perseratus) dari gaji dan tunje ngan
pemimpin.
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Pasal 49

Pengaturan remunerasi dalam Peraturan Bupati sebagaim: na
dimaksud dalam Pasal 43 mempertimbangkan  prir sip
proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran dan kiner 1.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Remunerasi bagi Pejaat
Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pecngawas «an
Pegawai RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur le sih
lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII
STRUKTUR ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KABUPATEN KARAWANG

Pasal 50

Struktur anggaran BLUD RSK Paru, terdiri atas:

a.
b.

c.

pendapatan BLUD RSK Paru;
belanja BLUD RSK Paru; dan
pembiayaan BLUD RSK Paru.

Pasal 51

Pendapatan BLUD RSK Paru sebagaimana dimaksud dalam Pase . 50
huruf a, bersumber dari:

a.
b

€.

(2)

(4)

jasa layanan,

hibah;

hasil kerjasama dengan pihak lain;
APBD; dan

lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 52

Pendapatan BLUD RSK Paru yang bersumber dari jasa lay: nan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, berupa imt alan

yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan ke jada
masyarakat.

Pendapatan BLUD RSK Paru yang bersumber dari I ibah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dapat be upa
hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari
masyarakat atau badan lain.

Pendapatan BLUD RSK Paru yang bersumber dari hibah te sikat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai de 1gan
tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yvang
selaras dengan tujuan BLUD RSK Paru sebagaimana terca itum
dalam naskah perjanjian hibah.

Hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud ¢ alam
Pasal 50 huruf ¢, dapat berupa hasil yang diperoleh dari
kerjasama BLUD RSK Paru.
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(6)

(2)

(2)

(4)

Pendapatan BLUD RSK Paru yang bersumber dari AP 3D
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, bert pa
pendapatan yang berasal dari DPA APBD.

Lain-lain pendapatan BLUD RSK Paru yang sah sebagaimena
dimaksud dalam Pasal 50 huruf e, meliputi:

a. jasa giro;
b. pendapatan bunga;

c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata u ng
asing;
d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat ¢ ari -

penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa ¢ leh
BLUD RSK Paru; dan

e. pengembangan kegiatan pelayanan dan/atau kegiatan 1on
pelayanan.

Pasal 53

Pengembangan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 52
ayat (6) huruf f, dilakukan melalui pembentukan unit us aha
untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.

Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupe kan
bagian dari BLUD RSK Paru yang bertugas melakt kan
pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendar aan
untuk mendukung kegiatan BLUD RSK Paru.

Pasal 54

Pendapatan BLUD RSK Paru sebagaimana dimaksud dalam I'asal
50 huruf a sampai dengan huruf e, dikelola langsung u 1tuk
membiayai pengeluaran BLUD RSK Paru sesuai RBA, kecuali ‘ang
berasal dari hibah terikat.

Pendapatan BLUD RSK Paru sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD RSK Paru.

Pasal 55

Belanja BLUD RSK Paru sebagaimana dimaksud dalam Pas [ 50
huruf b, terdiri atas:

a. belanja operasi; dan

b. belanja modal.

Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hur if a,

meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja b inga
dan belanja lain.

Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hur af b,
mencakup seluruh belanja BLUD RSK Paru untuk perolehar aset
tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD RSK P ru.
Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), me iputi
belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedun | dan
bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, dan belanje aset
tetap lainnya.
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Pasal 56

Pembiayaan BLUD RSK Paru sebagaimana dimaksud dalam Pz sal
50 huruf ¢, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan; dan

b. pengeluaran pembiayaan

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
huruf a, meliputi:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun angga-an
sebelumnya; dan

b. penerimaan utang/pinjaman.

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam aya (1)
huruf b, yakni pembayaran pokok utang/pinjaman.

Pasal 57

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 56
ayat (1) huruf a, meliputi:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun angg:ran
sebelumnya; dan

b. penerimaan utang/pinjaman.

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pase | 56
ayat (1) huruf b, yakni pembayaran pokok utang/ pinjaman.

BAB IX
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 58

RSK Paru dalam menerapkan BLUD menyusun RBA de: gan
mengacu pada Renstra.

RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasar can:
a. anggaran berbasis kinerja;
b. standar satuan harga; dan

c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan ‘ang
diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diber kan
kepada masyarakat, hibah, hasil kerjasama dengan  hak
lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan suiaber
pendapatan BLUD lainnya.

Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ay: t (2)
huruf a, merupakan analisis kegiatan yang berorientasi jada
pencapaian output dengan penggunaan sumber daya sc¢cara
efisien.

Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  uruf
b, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang be laku
di lingkungan Pemerintah Daerah.

Dalam hal BLUD RSK Paru belum menyusun standar s¢luan
harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD RSK Paru
menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh
Keputusan Bupati.
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Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaim: na
dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan pagu belanja y: ng
dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 59
RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dyat (1), mcliputi
ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan,

rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;

a

b

c. perkiraan harga;

d. besaran persentase ambang batas; dan
e

perkiraan maju atau forward estimate.

RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menganut | ola
anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang b: tas
tertentu.

RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai der zan
standar pelayanan minimal.

Pasal 60

Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaim ana
dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, merupakan ringk: san
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiar aan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huru b,
merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan taht nan
yang dinyatakan dalam satuan uang yeng tercermin dari ren: ana
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ay: [ (1)
huruf ¢, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/ itau
jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tir zkat
margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan

Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud d lam
Pasal 59 ayat (1) huruf d, merupakan besaran perse: tase
perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operas onal
yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimban kan
fluktuasi kegiatan operasional BLUD RSK Paru.

Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ay: t (1)
huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk t: hun
anggaran berikutnya dari tahun vang direncanakan juna
memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang elah

disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran t thun
berikutnya.

Pasal 61
Pendapatan BLUD RSK Paru sebagaimana dimaksud dalam “asal
50 huruf a, huruf b, huruf ¢ dan hurv’ e

diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Perangkat D erah
pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelo npok
pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli d ierah
yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD RSK Paru.
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(2)
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(1)

(2)

(2)

Belanja BLUD RSK Paru sebagaimana dimaksud dalam Pasal ! 8,
yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD RSK P« ru
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, huruf b, hurt [ c
dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD,

diintegrasikan /dikonsolidasikan ke dalam RKA Perangkat Daer ah

pada akun belanja dacrah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (se u)
program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu)output, dan jenis belanja.

Belanja BLUD RSK Paru sebagaimana dimaksud pada ayat 2),
dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayar an
serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.

Pembiayaan BLUD RSK Paru sebagaimana dimaksud dalam P: sal
59 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA Perang <at
Daerah selanjutnya diintegrasikan/ dikonsolidasikan pada al un
pembiayaan pada Perangkat Daerah Pengelolaan Keuan jan
Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

BLUD RSK Paru dapat melakukan pergeseran rincian bele nja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak mele 11hi
pagu anggaran dalam jenis belanjapada DPA, untuk selanjut 1ya
disampaikan kepada PPKD.

Rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (9),
dicantumkan dalam RBA.

Pasal 62

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1),
diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan lari
RKA.

RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyustnan
rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 63

PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimal sud
dalam Pasal 62, kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah u ituk
dilakukan penelaahan.

Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ar tara

lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana A °BD
untuk BLUD RSK Paru.

Pasal 64

Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA
beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagail 1ana
dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), kepada PPKD uatuk
dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang / PBD
yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah te1 tang
APBD.

Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA
sebagaimana dimaksud pada ayat (!), mengikuti tahapar dan
jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengaju: n,
penetapan, perubahan RBA BLUD sebagaimana dimaksud pe la
ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB X
PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAF
RUMAH SAKIT KHUSUS PARU KABUPATEN KARAWANG

Pasal 65

BLUD RSK Paru menyusun DPA berdasarkan Peraturan Dae ah
tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 66

(1) DPA sebagaimana dimaksud dalamm Pasal 65, mem iat
pendapatan, belanja dan pembiayaan.

(2) PPKD mengesahkan DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD RSK Paru.

Pasal 67

(1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimak sud
dalam Pasal 66 ayat (2), menjadi dasar pelaksanaan angge ran
yang bersumber dari APBD.

(2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaim ina
dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pega vai,
belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa }ang
mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan perati ran
perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang t:lah
ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam 1 PA,
dan memperhitungkan:

a. jumlah kas yang tersedia;
b. proyeksi pendapatan; dan
c. proyeksi pengeluaran.

(4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dengan melampirkan RBA.

Pasal 68

(1) DPA yang telah disahkan dan RBA sebagaimana dimaksud d lam
Pasal 66, menjadi lampiran perjanjian Kkinerja = ‘ang
ditandatangani oleh Bupati dan Direktur.

(2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ai tara
lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:

a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
b. kinerja keuangan; dan

c. manfaat bagi masyarakat.
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Pasal 69

Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporin
pendapatan BLUD RSK Paru, laporan belanja BLUD RSK Pe ru
dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.

Laporan sebagaimana dimaksud peda ayat (1), dengan
melampirkan surat pernyataan tanggungjawab  yé Ng
ditandatangani oleh Direktur.

Berdasarkan laporan yang melampirkansurat pernyate an
tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (2), kepala Dii as
menerbitkan Surat Permintaan Pengesanan Pendapatan, Bela 1ja
dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.

Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Bela jja
dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PF<LD
melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesal an
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 70

Untuk pengelolaan kas BLUD RSK Paru, Direktur memb ika
rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peratu-an
perundang-undangan.

Rekening kas BLUD RSK Paru sebagaimana dimaksud pada : yat
(1), digunakan untuk menampung pencrimaan dan pengelue ran
kas vang dananya bersumber dari pendapatan BIUD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, huruf b, hus afc
dan huruf e.

Pasal 71
Dalam pengelolaan kas, BLUD RSK Paru menyelenggarakan:
a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD RSK P ru;
d. pembayaran;

e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jai gka
pendek; dan

f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapitan
tambahan.

Penerimaan BLUD RSK Paru dilaporkan sctiap hari ke ada
pemimpin melalui pejabat keuangan.

Pasal 72

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD RSK Paru melak 1kan
penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:

a.
b.

C.

pendapatan dan belanja;
penerimaan dan pengeluaran;
utang dan piutang;

persediaan, dan aset tetap; dan

ekuitas.
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Pasal 73

Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 72, diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XI
PENGELOLAAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 74

(1) Pengelolaan belanja BLUD RSK Paru diberikan Fleksibil as
dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupal an
belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan da'am
ambang batas RBAdan DPA yang telah ditetapkan secara defin tif.

(3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), de »at
dilaksanakan terhadap belanja BLUD RSK Paru yang bersum der
dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51
huruf a, huruf b, huruf ¢, huruf e, dan hibah tidak terikat.

(4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupa :an
besaran persentase realisasi belanja yang diperkenan :an
melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.

(5) Dalam hal belanja BLUD RSK Paru melampaui ambang b: tas
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu he ~us
mendapat persetujuan Bupati.

(6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD RSK Faru
mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepida
PPKD.

Pasal 75

(1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud da am
Pasal 74 ayat (4), dihitung tanpa memperhitungkan saldo ¢ wal
kas.

(2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud f ada
ayat (1), memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasicial,
meliputi:

a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan B! UD
RSK Paru selain APBD tahun berjalan dengan realisa i 2
(dua) tahun anggaran sebelumnya; dan

b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD RSK Iaru
selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan

(3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud } ada
ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.

(4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada iyat
(3), berupa catatan yang memberikan informasi bes ran
persentase ambang batas.

(5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada aya (1),
merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapali, teru <ur,
rasional dan dipertanggungjawabkan.
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Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunak in
apabila pendapatan BLUD RSK Paru sebagaimana dimaks d
dalam Pasal Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huru e
diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapk in

dalam RBA dan DPA tahun yang dianggerkan.

BAB XII
PENGELOLAAN BARANG

Bagian Kesatu
Pengadaan Barang dan/atau Jasa

Pasal 76

Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSK Paru y:ng
bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketenti an
peraturan perundang-undangan mengenai pengad: an
barang/jasa pemerintah.

Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSK Paru y ing
bersumber dari:

a. jasa layanan;
b. hibah tidak terikat;
c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan

lain-lain pendapatan BLUD yang sah, diberikan Fleksibil tas
berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya lari
ketentuan peraturan perundengundangan meng nal
pengadaan barang dan/ atau jasa pemerintah.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan/: tau
jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2), ditur
dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertu aan
untuk menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang 1:bih
bermutu, lebih murah, proses pengadean yang sederhana, ¢pat
serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan tuk
mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSK Paru.

Pasal 78

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari h bah
terikat dilakukan sesuai dengan:

a.
b.

(1)

kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasa 76
sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 79

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud d ilam
Pasal 76 ayat (2), dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
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(2)

Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh pemim/ in
untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BL /D
RSK Paru.

Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2),
terdiri atas personil yang memahami tata cara pengada in,
substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang1 un
yang diperlukan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Barang]

Pasal 80

BLUD RSK Paru dalam melaksanakan pengelolaan barang mengil uti
ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang m ilik
daerah.

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

BAB XIII
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 81

BLUD RSK Paru mengenakan Tarif Layanan sebagail imbalan : tas
penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ber ipa
besaran Tarif dan/atau pola Tarif.

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun itas
dasar perhitungan biaya per unit layanan.

Pasal 82

Besaran Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2),
merupakan penyusunan Tarif dalam bentuk:

a. nilai nominal uang; dan/atau

b. persentase atas harga patokan, indeks harga, lurs,
pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/ be sih.

Pola Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merup: kan
penyusunan Tarif Layanan dalam bentuk formula.

Pasal 83

Pemimpin menyusun Tarif Layanan BLUD RSK Paru de igan
mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan laye nan,
kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepat tan,
dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Lay inan
yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penet ipan
Tarif.

Pemimpin mengusulkan Tarif Layanan BLUD RSK Paru
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati.

Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada aya (2),
berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perut ahan
Tarif Layanan.
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(6)

(1)

(3)

(1)
(2)

(1)

(2)

Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat 2),
dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.

Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD RSK Paru sebagaim: na
dimaksud pada ayat (2), pemimpin dapat membentuk tim y: ng
keanggotaannya berasal dari unsur:

a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan  uru an
pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesehate 1;

b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan  uru .an
pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang keuan an
Daerah;

c. perguruan tinggi; dan
d. lembaga profesi.

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dietur
dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpian
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB XIV
PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 84

BLUD RSK Paru mengelola piutang sehubungan der gan
penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubur gan
langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD RSK Pe ru.

BLUD RSK Paru melaksanakan penagihan piutang sebagain ana
dimaksud pada ayat (1), pada saat piutang jatuh teripo,
dilengkapi administrasi penagihan.

Dalam hal piutang sebagaimana dimeksud pada ayat (1), wlit
tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati der gan
melampirkan bukti yang sah.

Pasal 85
Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.

Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud |ada
ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupsati tersendiri.

Pasal 86

BLUD RSK Paru dapat melakukan utang/pinjaman sehubu igan

dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinje nan
dengan pihak lain.

Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), be upa
utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman ja igka
panjang.



(1)

(2)

(1)

(4)

Pasal 87

Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dal m
Pasal 86 ayat (2), merupakan utang/pinjaman yang memberil an
manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegia an
operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan un uk
menutup selisih antara jumlah kas yang terscdia ditamlah
proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jum ah
pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaim: na
dimaksud pada ayat (1), merupakan kewajiban pembaya an
kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tal un
anggaran berkenaan.

Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pda
ayat (1), dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman y ing
ditandatangani oleh pemimpin dan pemberi utang/pinjaman.

Pembayaran  kembali  utang/pinjaman jangka  pen lek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung ja /ab
BLUD RSK Paru.

Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka  pern lek
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Perati ran
Bupati tersendiri.

Pasal 88

BLUD RSK Paru wajib membayar bunga dan pc kok
utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud delam
Pasal 87 ayat (1), yang telah jatuh tempo.

Direktur dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan
pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tdak
melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RB \.

Pasal 89

Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud d: lam
Pasal 86 ayat (2), merupakan utang/pinjaman yang member kan
manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembay wran

kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) te hun
anggaran.

Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud ada
ayat (1), hanya untuk pengeluaran belanja modal.

Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagair ana
dimaksud pada ayat (1), merupakan kewajiban pembay iran
kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjai ian,
bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun angg iran
berikutnya sesuai dengan persyaratan perja jian
utang/pinjaman yang bersangkutan.

Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka parjang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan keter uan
peraturan perundang-undangan.
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BAB XV
KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 90

BLUD RSK Paru dapat melakukan kerjasama dengan pihak le n,
untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanarn.

Kerjasama sebagaimana dimaksud peda ayat (1), dilakul an
berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan sal ng
menguntungkan.

Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada & jat
(2), dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 91

Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam P: sal
90, meliputi:

a. kerjasama operasional; dan
b. pemanfaatan barang milik daerah.

Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan prc se€s
operasional secara bersama dengan mitra kerjasama dengan t lak
menggunakan barang milik daerah.

Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud | ada
ayat (1) huruf b, dilakukan melalui pendayagunaan barang r lik
daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan t dak
mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendap tan
dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang mel jadi
kewajiban BLUD RSK Paru.

Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik da 'rah
yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan f ngsi
kegiatan BLUD RSK Paru yang bersangkutan merup: kan
pendapatan BLUD RSK Paru.

Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud ada
ayat (1) huruf b, mengikuti peraturan perundang- undangan

Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada aya (1),
dibuat dalam bentuk perjanjian.

Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dima sud
pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan B pati
tersendiri.
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BAB XVI

SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT ANGGAR. N

(4)

(5)

(6)

(7)

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 92

Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSK Paru merupal an
selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BL JD
RSK Paru selama 1 (satu) tahun anggaran.

Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSK Paru sebagaim: na
dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan laporan reali: asi
anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.

Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSK Paru sebagaim na
dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan dalam tahun angge -an
berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah disetor an
sebagian atau seluruhnya ke kas daerah  denzan
mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengelue "an
BLUD RSK Paru.

Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSK Faru
dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud t ada
ayat (3), dapat digunakan untuk memen uhi kebutuhan likuid: :as.

Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSK Faru
dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud 1 ada
ayat (3), yang digunakan untuk membieayai program dan kegi: tan
harus melalui mekanisme APBD.

Pemanfataan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSK laru
dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud jada
ayat (5), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksane <an
mendahului perubahan APBD.

Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayai (6),
mencakup:

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat 1 ang
anggarannya belum tersedia dan/atau belum cu<up
anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda ¢kan

menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemeri itah
Daerah dan masyarakat.

Pasal 93

Tata cara dan .pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran B .UD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, diatur lebih lanjut dei gan
Peraturan Bupati tersendiri.
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Bagian Kedua
Defisit Anggaran

Pasal 94

(1) Defisit anggaran BLUD RSK Paru merupakan selisth kuring
antara pendapatan dengar belanja BLUD RSK Paru.

(2) Dalam hal anggaran BLUD RSK Paru sebagaimana dimak: ud
pada ayat (1), diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan un uk
menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari ¢isa
lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya can
penerimaan pinjaman.

BAB XVII
PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 95

Setiap kerugian Daerah pada BLUD RSK Paru yang disebabkan leh
tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesa can
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 96

(1) BLUD RSK Paru menyusun pelaporan dan pertanggungjaw: ban
berupa laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan BLUD RSK Paru sebagaimana dimaksud ada
ayat (1), terdiri atas:

a. laporan realisasi anggaran;

o

laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. neraca;

d. laporan operasional;

e. laporan arus kas;

. laporan perubahan ekuitas; dan

g. catatan atas laporan keuangan.

(3) Laporan keuangan BLUD RSK Paru sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), disusun berdasarkan standar akuntansi pemerinta an.

(4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan sebagai nana
dimaksud pada ayat (3), tidak mengatur jenis usaha BLUL RSK
Paru, BLUD RSK Paru mengembangkan dan mener: pkan
kebijakan akuntansi.

(5) BLUD RSK Paru mengembangkan can menerapkan kebi akan
akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangka 1 dan
ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati.

(6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), d sertai
dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaiar hasil
atau keluaran BLUD RSK Paru.
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(2)

(3)

(2)

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diau dit
oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentu an
peraturan perundang-undangan.

Pasal 97
Direktur menyusun laporan keuangan semesteran dan tahun: n.

Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat 1),
disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan sete ah
periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu c¢ ¢h
Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintal an
di bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2),
diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuan jan
SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke
dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupa @an
kesatuan dari laporan keuangan BLUD RSK Paru tahunan.

BAB XIX
EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 98

Evaluasi dan penilaian kinerja RSK Paru dilakukan setiap ta iun
oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuar gan
dan non keuangan.

Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada yat
(1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian [ asil
pengelolaan RSK Paru sebagaimana ditetapkan dalam RSB dan
RBA.

Pasal 99

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagain ana
dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tin skat
kemampuan BLUD RSK Paru dalam:

a.

b.

memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan ang
diberikan (rentabilitas);

memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan

kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk memb ayai
pengeluaran.
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Pasal 100

Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaks ad
dalam Pasal 98 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspe’ tif
pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, c¢an
pertumbuhan.

BAB XX
PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN LIMBAH RUMAH SAKIT

Pasal 101

(1) BLUD RSK Paru wajib menjaga lingkungan, baik internal mauj un
eksternal.

(2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1),
untuk mendukung peningkatan rmutu pelayanan y ng
berorientasi kepada keamanan, kenyamanan, kebersihan,
kesehatan, kerapian, keindahan dan keselamatan.

Pasal 102

(1) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 01
ayat (2), meliputi pengelolaan limbah rumah sakit.

(2) Pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi limbah medis dan non medis.

(3) Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pida
ayat (2), berpedoman pada ketentuan peraturan perunde ng-
undangan.

BAB XXI
BUDAYA ORGANISASI, BUDAYA KERJA DAN KODE ETIK

Pasal 103

(1) BLUD RSK Paru dalam melaksanakan kegiatan usahe aya
berhubungan dengan lingkungan, baik internal mauun
eksternal, dalam suatu sistem nilai yang menjunjung tiiggi
norma dan etika.

(2) Setiap pegawai BLUD RSK Paru wajib menjunjung tinggi n lai-
nilai etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dibar Jun
dalam BLUD RSK Paru.
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BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 104

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahl an
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya da'im
Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

Diundangkan di Karawang
pada tanggal 8§ Jenuari 2020

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2020
NOMOR 4 .
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